BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR n TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahian Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka:Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan
program kepala .daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
daerah dan keuangan daerah, serta program
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka walktu S
(lima) tahun; ‘

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka-Menengah Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uﬁdang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara KRepublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomr:Jr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beherapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undaang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Négara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran’ Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat ‘Daerah (l_-er'flbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14,.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguran
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Xerja
Pemerintah. Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459); -

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera : Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daergh Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2007 Nomor 17); ‘

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 14);
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10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2012 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

Menetapkan

dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA

PEMBANGUNAN  JANGKA  WMENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019-2023.

‘BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah
Kabupaten Lahat. ,

3. Bupati adalah Bupati Lahat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Caerah yang selanjutnya
disingkat DPRD acalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lahar, sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lahat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode

S (lima) tahunan.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah dalam kurun waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunafn Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana  Strategis : Perangkat Daerah  yang
selanjutnya disebut ‘dengan Renstra-PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode S (lima)
tahun. ‘

.Rencana  Kerja Pémbangunan Daerah yang

selanjutnya  disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adaiah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingka:Lt APBD adalah rencana
keuangan tahunan  pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD; untuk ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang,
dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir'periode perencanaan.

Misi adalah rumusan .umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuétu yvyang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan.
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19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapa;
secara. nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari
unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang
telah ditetapkan untuk menentukan apakabh tujuan
sudah tercapai.

21.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah
berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

22. Kebijakan pembangunan adalah arah atau tindakan
yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD -

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman  bagi  Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan S5 (lima) tahun yang
menjabarkan:

a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati
terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan dan program pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
disertai dengan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. :

(2) RPUMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta
memperhatikan :

a. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan
b. RTRW; dan

¢. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar

(3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD,
Renstra PD dan Renja PD.
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BAB 11l
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD  Kabupaten Lahat Tahun
2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan ‘satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I . Pendahuluan
BAB 11 . Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB IlI : Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V . Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI  : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
BAB VIl : Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
BAB IX : Penutup
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RPJMD
Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6
Peraturan Daernh  ini

\ mulai berlaky
diundangkan. pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Daerah ' inj dengan

peneémpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 19 juni.2018

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 19 juni 2019

SE

{RETARIS DAEPAH KABUPATEN LAHAT,

JL\NUARSYAH /

\
v

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1-45/2019)
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